
BERITADAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 

TAHON 2008 NOMOR 143 

PERATURAN GUBERNURJAWA TENGAH 

NOMOR 143 TAHON 2008 

.TENTANG 

PEMBERIAN BAGI BASIL RETRIBUSI IZINUSAHA 
PERKEBUNAN KEPADAKABUPATEN/KOTADI 

PROVINSI JAWA TENGAH TAHON ANGGARAN 2007 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA 

Menimbang 

GUBERNURJAWATENGAH, 

bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 
2008 tentang PerubahanAnggaranPendapatanDan 
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
Anggaran 2008, maka perlu menetapkan Peraturan 
Gubemur tentang Pemberian Bagi Hasil Retribusi 
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Mengingat 
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Izin U saha Perkebunan Kepada Kabupaten/Kota 
Di Provinsi Jawa Tengah TahunAnggaran 2007; 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
PembentukanProvinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak DaerahDan Retribusi Daerah 
(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2000 
Nomor246, TambahanLembaranNegaraRepublik 
Indonesia Nomor 4048); 

3. Undang-Undang N~mor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, TambahanLembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
PemerintahanDaerah (Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
U ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
PemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepublik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan'Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang PengelolaanKeuanganDaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
146, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan PemerintahanAntara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan 
PemerintahanDaerahKabupaten/K.ota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4737); 
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Menetapkan 
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1 0.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 
Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perkebunan 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2005 Nomor 3 Seri E Nomor 1 ); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 

Tahun 2008 tentangPengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah '!'ahun 

2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan 

LembaranDaerahProvinsi Jawa Tengah Nomor 7) 

12.Peraturan DaerahProvinsi Jawa Tengah Nomor 13 

Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 

Tengah TahunAnggaran 2008 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 13 
SeriANomor 2); 

13.Peraturan Gubemm Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 

2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah 

Povinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 111 ); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG 

PEMBERIAN BAGI HASIL RETRIBUSI IZIN 

USAHA PERKEBUNAN KEPADA 

KABUPATEN/K.OTA DI PROVINSI JAWA 

TENGAH TAHUN ANGGARAN 2007. 

Pasal 1 

Dengan Peraturan Gubemm ini diberikanBagi Hasil kepadaPemerintah 
Kabupaten/K.ota di Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Hasil 

Penerimaan Retribusi Izin Usaha Perlcebunan. 

Pasa12 

,~Besarnya Pemberian Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan 

garan PendapatanDan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

Pasa13 

BesamyaAlokasiPemberianBagi Hasil sebagaimanadimaksud dalam 

Pasal 1 untukmasing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 

Tahun Anggaran 2007 sebagaim.ana tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Gubemm ini. 
I . 

· · Pasal4 

Pemberian Bagi Hasil Retribusi Ijin Usaha Perlcebunan yang diberikan 
kepadaKabupaten/Kota, agardigunakan mtukmenunjangpelaksanaan 

Otonomi Daerah. 

Pasa15 

(1) Pemberian Bagi Hasil Retribusi Izin Usaha Perkebunan yang 

diterima Kabupaten/K.ota selanjutnya dianggarkan dalam 

.Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Kabupaten/Kota. 

(2) Tatacara penyaluran Pemberian Bagi Hasil sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro 

Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah 

mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Dan 

PengelolaanAset Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
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Pasal6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditu1dangkan. 

Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengmidangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 

Ditu1dangkan di Semarang 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 3 Nopember 2008 

GUBERNURJAWATENGAH 

ttd 

BIBITWALUYO 

pada tanggal 3 Nopember 2008 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWATENGAH 

ttd 

HADI PRABOWO 

BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TA.fIUN 2008 
NOMOR 143 
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LAMPIRAN 
PERATURAN GUBERNURJAWA TENGAH 
NOMOR 143 TAHUN 2008 
TANGGAL 3 NOPEMNER2008 

ALO KASI BAGI HAS IL PENERIMAAN RE1RIBUSI IZIN 
USAHAPERKEBUNAN KEPADAKABUPATEN/KOTA 

DI PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2007 

-

NO KABUPATEN/KOTA 

I 2 
KABUPATEN: 

I SEMARANG 
2 KENDAL 
3 PATI 
4 JEPARA 
5 PEKALONGAN 
6 BATANG 
7 PEMALANG 
8 TE.GAL ' 
9 BREBFS 

10 BANYUMAS 
11 CILACAP 

. 12 BANJARNEGARA 
13 IBMANGGUNG 
14 WONOSOBO 
15 KARANGANYAR 

KOTA: 
16 SALATIGA 

JUMLAH 

ALOKASI 
KEIERANGAN 

KEKURANGAN 
3 4 

4.545256.45 
7.094324.97 

558297,21 
3.914307,61 
2.969.123,37 
5.122.103,54 
1.167.600,79 

228.081,62 
484.731.00 

2210.654.99 
7.655.871,18 

61300,31 
155.085.91 
597.653,21 

5.897.852,36 

71.853,49 

42 716.097,00 

GUBERNURJAWA TENGAH, 
ttd 

BIBITWALUYO 
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